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ABSTRAK
Hadirnya Badan Perwakilan Desa (BPD), sebagai lembaga baru di desa, menim-
bulkan perubihan pada hubungan kekuasaan dalam Pemerintahan Desa. Situasi dan
kondisi politik di iingkat daeiatr serta nasional dan hubungan badan legislatif dan
eksekutif di tingkat nasional dan daerah berpengaruh ingga tingkat pedesaan. Hal inilah
yang mendotong peneliti untuk melakukan penelitian tentang hubungan kekuasaan BPD
dan Pemerintah Desa. Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan hubungan kekuasaan
BPD dan Pemerintah Desa serta untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat atau
pendorong hubungan kekuasaan BPD dan Pemerintah Desa. Setelah dilakukan penelitian
diketahui bahwa interaksi BPD dan Pemerintah Desa dalam menjalankan fungsi legislasi
dan pengawasan, ternyata tidak seimbang. Pemerintah Desa memegang kekuasaan yang
teUih beiar daripada BPD sebab berbagai langkah BPD yang tidak pro aktif dalam
melaksanakan fungsinya. Faktor penghambat interaksi BPD dan Pemerintah Desa adalah
lemahnya sumber 
-duyi 
runusia gpD dan Pemerintah Desa, masih rendahnya partisipasi
putu unggota BPD ditam menjalankan tugas, masih ada anggapan Kepala Desa bahwa
pelaksanaan tugas pernerintah desa masih mengacu pada sistem lama (UU No. 5 Tahun
lg7g). Selanjutnya, partisipasi masyarakat terhadap BPD masih rendah dan honor atau
gaji para anggota BPD masih rendah dan belum jelas, sehingga mempengaruhi kinerja
anggota BPD.
Kata kunci : El<sekutif, Legislatif Desa
ABSTRACT
The presence of village representative body (BPD) as a new institution has caused
some chang"r on power relationship in village government. Political condition and
situation and relationship between executive and legislative bodies at national and
regional evels could influence those at village level. The rationale encouraged the author
to conduct a research on the relationship between the power of BPD and that of the
village government. The research was aimed at describing the relationship between the
po*.t of gpO and that of village government and at finding out the factors that
iupportrd and hindered the relationship. The research found that the interaction between
BPD and ttre village government was irnbalanced. The village government had more
power that the BPD as the latter did not take proactive steps in implementing its
function. Some of the factors that inhibited the interaction between the BPD and the
village government were the poor human resources both of the BPD and the village
gou.inr*nt, the low participition of BPD members in doing their duties. The head
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village still considered that the implementation of village governlnent should refer to the
old systern of UU (Act) No. 511979. The participation of the people in BPD and fees of
BPD member were low and uncertain and it inf-luenced their working morales.
Key words: Exeufiive, village legislative
PENDAHULUAN
Dalam sejarah Negara Kesatuan
Republik Indonesia, undang-undang
tentang otonomi daerah merupakan
salah satu undang-undang yang sering
mengalami perubahan dan pernbaharu-
an. Sejak kernerdekaan pada 17 Agustus
1945 bangsa Indonesia telah memiliki
undang-undang tentang otonomi daerah
sebanyak delapan buah. Hal ini merupa-
kan bukti bahwa selama ini bangsa
Indonesia rnasih belum berhasil mem-
buat undang-undang tentang otonomi
daerah yang dapat rnengikuti arus peru-
bahan jaman sesuai dengan kebutuhan
dan tujuan dari perjuangan bangsa
Indonesia.
Seiring dengan perubahan yang
terjadi dalam negara Indonesia, maka
tidak mengherankan apabila pemerin-
tahan baru dalarn kabinet persatuan
mengadakan gebrakan untuk melakukan
pembaharuan guna mencapai keadaan
yang lebih baik dari tnasa ialu. Salah
satu gebrakan yang dilakukan oleh
pemerintahan baru, di antaranya, adalah
mengenai Undang-Undang Otonorni
Daerah (UU N0. 2211999).
Undang-undang baru tentang
otonomi daerah yang dimaksud untuk
memenuhi maraknya tuntutan reformasi
dar i  segenap lapi  san masyarakat
Indonesia yang menghendaki perbaikan
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dan pembaharuan dari segala tatanan
yang telah rusak akibat penyelewengan
dan penyalahgunaan kekuasaan dan
w e w e n a n g  y a n g  d i l a k u k a n  o l e h
pemerintahan rezim Orde Baru.
Berbagai perubahan yang terjadi
dalarn sistem pemerintahan negara
berpengaruh te rhadap keseras ian
hubungan di antara lembaga tinggi
negara, seperti hubungan eksekutif dan
legislatif di tingkat nasional yang tidak
harrnonis pada saat ini. Hal ini terbukti
banyaknya kasus yang muncul yang
mencerminkan konflik antara DPR
dengan Presiden. Menurut Zulvan
Lindan, sebagian anggota DPR telah
rrelihat beberapa pelanggaran Undang-
Undang Dasar 1945, ketetapan MPR
dan Undang-Undang oleh Presiden
(Suara Merdeka 30 Nopember 2000).
S i t u a s i  k e t i d a k - h a r m o n i s a n
hubungan eksekutif dan legislatif di
tingkat nasional juga berpengaruh di
t ingkat  daerah,  khususnya da lam
perqiapan pelaksanaan Otonomi Daerah.
Undang-Undang tersebut memberi
keleluasan yang sangat besar kepada
DPRD sehingga muncul arogansi wakil
r a k y a t  y a n g  d a p a t  m e n g g a n g g u
hubungan kernitraan DPRD dengan
pernerintah di tingkat Kabupaten (Suara
Merdeka 28 April 2000).
. . . . . .  (Bambang Suswanto dkk.)
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Posisi badan/lembaga legislatif di
daerah, dengan adanya UU No. 22
tahun 1999 yang dalam pasal 18-20
mengenai Wewenang Anggota DPRD
mengatakan bahwa mereka berhak
minta keterangan kepada pejabat daerah
dan masyarakat menjadi kuat. Ancar.nan
pidana kurungan dikenakan terhadap
mereka yang menolak permintaan
(anggota) DPRD itu. Hal ini akan
rnenimbulkan efek yang kurang baik
karena dapat melahirkan arogansi para
anggota DPRD yang nantinya dapat
m e n j  a d i k a n  h u b u n g a n  l e m b a g a
eksekutif dengan legislatif di daerah
kurang harmonis.
Dalam mempersiapkan pelaksa-
rraan UU No. 22 tahun 1999 tentang
Otonomi Daerah, Kabupaten Banyumas
telah rrengeluarkan Peraturan Daerah
(Perda), di antaranya Perda tentang
pernbentukan Badan Perwakilan Desa
(Perda No. 3 tahun 2000). Selanjutnya
perda ini juga sudah disosialisasikan; di
setiap desa telah dibentuk BPD melalui
pemilihan oleh anggota masyarakat.
Dengan adanya lembaga baru di desa
ini akan timbul berbagai perubahan
dalam pemerintahan desa. Gerak roda
pemerintahan desa akan diwarnai oleh
aktivitas para anggota BPD karena
fungsi BPD, sesuai Perda dengan
tersebut adalah legis lat i f  ,  adalah
merumuskan dan menetapkan peraturan
desa dan rnelakukan pengawasan
terhadap. pelaksanaannya. Kedudukan
BPD di desa adalah sejajar dengan dan
rneniadi mitra Pemerintah Desa.
Dengan hadirnya BPD sebagai
lembaga baru di desa, perlu diteliti
mengenai hubungan kekuasaan Badan
Perwakilan Desa itu dengan Pemerintah
Desa, karena tidak ada jaminan bahwa
jalannya pemerintahan desa akan sesuai
dengan peraturan daerah yang sudah
ditetapkan, walaupun Perda itu telah
disosialisasikan. Di sarnping itu, situasi
dan kondisi hubungan eksekutif dan
legislatif di tingkat nasional dan daerah
juga dapat menpengaruhi hubungan
kedua lembaga itu pada tingkat desa.
Hal itulah yang mendorong peneliti
untuk melakukan penelitian tentang
hubungan kekuasaan BPD dengan
Pemerintah Desa.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah penelitian
kualitatif dengan menggunakan strategi
riset yang rnengandalkan data cieskriptif
(Taylor dzur Bodan, t984,5). Penelitian
kualitatif sesuai untuk menganalisis data
yang bersitat verbal dengan permasalah-
an penelitian ini. Selain itu, penelitian
kualitatif dipandang cocok untuk proses
penelitian yang mengikuti alur pikir
induktif seperti menyederhanakan
realitas dalam suatu bentuk model
(Mas'oed, 1994,h.78).
Anal is is data menggunakan
rnodel analisis interaktif. Model ini
mengikuti rnodel Miles dan Huberman
(1984), yaitu melalui proses sebagai
berikut: Data yang sudah terkumpul
direduksi atau disederhanakan menjadi
beberapa pokok temuan penelitian
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tentang fenomena penelitian. Kemudian
temuan ini disajikan secara naratif.
Reduksi data dan penyajian data adalah
dua komponen analisis yang dilakukan
secara bersamaan dengan proses
pengumpulan data. Proses berikutnya
adalah penarikan kesinpulan yang dila-
kukan setelah data disajikan, dideskrip-
sikan, kemudian diberi makna dengan
interpretasi secara logis yang didasar-
kan pada pendekatan fenomenologis
(Taylor dan Bagdan, 1989). Dengan
c,ara in i ,  sasaran anal is is adalah
memperoleh sejumlah pemahaman
terhadap fenomena yang diteliti.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Setelah dilaksanakan penelitian
mengenai analisis hubungan kekuasaan
Badan Perwak i lan  Desa dengan
Pemerintah Desa di desa Sikapat
K e c a m a t a n  S u m b a n g  K a b u p a t e n
Banyurnas dapat dideskripsikan sebagai
berikut :
Hubungan Kekuasaan Badan Perwa-
hilan Desa dan Pemerintah Desa
Pada tahun 2000 di desa Sikapat
dilakukan proses pernilihan anggota
B a d a n  P e r w a k i l a n  D e s a  ( B P D )  .
M e k a n i s m e  p e m i l i h a n  m e n g i k u t i
ketentuan yang tertuang pada Surat
Keputusan Bupati Banyumas No. 45
Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Cara
Pernilihan Anggota Badan Perwakilan
Desa. Dalam pembentukan BPD, yang
pertama dilakukan adalah pembentukan
panitia pemilihan yang terdiri dari
perangkat desa dan tokoh masyarakat.
t5
Kernudian panitia pemilihan melakukan
penjaringan bakal calon di setiap
RT/RW sebanyak 2 (dua) orang. Untuk
desa Sikapat calon dapat sejumlah 48
orang yang berasal dari 24 RT. Dari 48
orang calon kemudian oleh RT/RW dan
Perangkat Desa dengan seleksi adminis-
t rat i f  d ip i l ih sebanyak 26 calon.
Selanjutnya ke-26 calon disosialisasikan
kepada warga ntasyarakat guna membe-
ritahukan kepada seluruh warga tentang
para calon yang akan dipilih secara
langsung dengan pemungutan suara.
Dari hasil pemungutan suara terpilih
sebanyak 13 orang untuk rnenjadi
anggota BPD.
Kehadiran lernbaga baru di desa
yang berupa Badan Perwakilan Desa
(BPD) sebagai DPR desa membawa
pengaruh terhadap hubungan kekuasaan
BPD dengan pemerintah desa. Hal ini
terjadi setelah BPD mulai menjalankan
fungsi dan tugasnya, dan memiliki
persepsi yang berbeda dari pemerintali
desa. Kepala Desa masih beranggapan
bahwa kekuasaan yang mereka lakukan
masih berdasar aturan lama, yaitu UU
No. 5 Tahun 1979 yang menyatakan
Kepala Desa, selain sebagai Kepala
Penierintahan Desa, juga merupakan
Ketua Lernbaga Musyawarah Desa
(Pasaf 17 ayat 2, UU No. 5 Tahun
1979).
Persepsi dernikian nampak pada
pernbentukan bermacam peraturan desa
yang dilakukan bersama dengan BPD,
misalnya membuat struktur organisasi
tata kerja pemerintahan desa (SOT) dan
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peraturan tentang pungutan desa. Dalam
menyusun kedua peraturan tersebut
Kepala Desa berperan sangat dominan,
sehingga BPD seolah-olah kurang ber-
fungsi atau pasif. Selanjutnya, peraturan
yang telah dibuat oleh Pemerintah Desa
dan BPD tidak disosialisasikan kepada
masyarakat, tetapi kemudian langsung
dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
Hal ini menirnbulkan keresahan bagi
masyarakat karena munculnya berbagai
pungutan desa Yang mereka anggaP
sangat memberatkan warga masyarakat
desa.
Menurut BPD, dalarn rnenjalan-
kan fungsi sebagai DPR desa, badan itu
melaksanakan pengawasan terhadap
pelaksanaan peraturan desa, keputusan,
dan anggaran belanja desa. BPD
rnenjalankan fungsi sesuai dengan Perda
No. 3 Tahun 2000 dan UU No. 22
Tahun 1 ,999.  Da lam melakukan
tugasnya, BPD lebih banyak melakukan
penyelidikan dan pengawasan mengenai
kasus penyimpangan Kepala Desa yang
clilakukan sebelum lembaga BPD itu
berdiri. Maka, dalam pelaksanaan d!
lapangan terjadi perbedaan persepsi
antara pemerintah desa dengan BPD.
Akibatnya, antara pemerintah desa dan
BPD banyak terjadi konflik yang berka-
itan dengan kekuasaan. Data di lapang-
an menunjukkan adanya konflik antara
Kepala Desa Petir dengan BPD Yang
melakukan jajak pendapat untuk firere-
komendasikan penggantian Kepala Desa
yang dianggap telah melakukan penyim-
pangan dalam rnenjalankan tu gasnya.
Di Kecamatan Surnbang, khusus-
nya cli desa SikaPat, kehadiran BPD
secara umum tidak menimbulkan
persoalan yang justru muncul di tingkat
warga masyarakat, dengan adanYa
Otonomi Daerah, adalah konflik antara
Pemer in tah  Desa dengan warga
terutama mengenai kebijakan Yang
dijalankan oleh pemerintah desa dengan
BPD. Mereka terutama mempersoalkan
adanya berbagai Pungutan desa.
Sebetulnya, dalam hubungan
kekuasaan pemerintah desa dengan BPD
banyak terjadi ketidak-harmonisan
dalarn pelaksanaan tugas, karena sikap
para anggota BPD di Sikapat yang lebih
lunak atau menahan dir i  dalam
membuat berbagai keputusan desa' Hal
ini dilakukan untuk menjaga agar tidak
terjadi kontlik yang tidak diinginkan,
terutama yang daPat menimbulkan
perpecahan di antara warga. Sikap BPD
yang lunak i tu di  mata warga
masyarakat menimbulkan preseden yang
kurang baik karena BPD dianggap pasif
dalam merespon program-program yang
diusulkan oleh Perner intah desa.
Bahkan, secara ekstrim warga masyara-
kat menganggap bahwa di desa Sikapat
sebelum ada BPD dan setelah ada BPD
tidak ada perbedaan sama sekali'
Dengan kata lain, kehadiran BPD bagi
warga desa tidak ada manfaatnya.
Selanjutnya, BPD desa SikaPat
dalam melaksanakan fungsi pengawasan
terhadap emerintah desa rnasih bersifat
informal yaitu setiap anggota BPD seca-
ra individu/sendiri mengamati jalannya
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pemerintah desa dalam melaksanakan
tugasnya, karena secara umum para
anggota masih banyak yang pasif tidak
mempunyai nisiatif untuk rnelaksana-
kan tugasnya.
Dalam rnenjalankan pemerintah-
an desa, tidak terdapat antara perangkat
desa dengan Kepala Desa, karena
Kepala Desa lebih banyak berperan dan
tidak ada pendelegasian tugas kepada
para kaurnya. Seolah-olah Kepala Desa
berjalan sendiri dengan melakukan
berbagai tindakan yang mengakibatkan
keresahan para perangkatnya. Sebagai
rnisal, Kepala Desa mengusulkan kepa-
da BPD untuk mengeluarkan perangkat
desa yang tidak aktif. Tindakan seperti
itu mernbuktikan bahwa Kepala Desa
selaku pimpinan desa tidak dapat mem-
bina para perangkatnya, sehingga dalam
pemerintahan desa terjadi ketimpangan.
Hal ini adalah karena Kepala Desa
dalarn menjalankan tugasnya berjalan
sendiri tiinpa rrendapat dukungan dari
perangkat desa.
Temuan di lapangan menyatakan
bahwa hubungan kekuasaan Pemerintah
Desa dengan BPD belum sesuai dengan
yang tertera dalam Perda No. 3 Th
2000 yang menyebutkan hubungan BPD
dengan Pemerintah Desa merupakan
hubungan kemitraan atau sejajar. Akan
tetapi, realita yang ada ticlak sesuai
dengan apa yang diharapkan oleh UU
No. 22 Th. 1999 tentang Otonomi
Daerah. Yang terjadi adalah kekuasaan
antara pernerintah desa dengan BPD
tidak seimbang, maka terjadi saling
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dorn inas i ,  seh ingga men imbu lkan
ket idak-harmon isan an tara  kedua
lernbaga desa tersebut.
Berbagai Falrtor yang Menjadi Peng-
hambat Hubungan Kekrrasaan Badan
Penvakilan Desa dan Perrrerintah
Desa
Dalam UU No. 2 Tahun 1999
dan Perda Kabupaten Banyurras No. 3
disebutkan sifat hubungan BPD dengau
Pemerintah Desa adalah hubungan ke-
mitraan. Secara politis dapat dikatakan
bahwa kedua aktor institusional ini
mempunyai daya tawar yang seirnbang
atau sejajar dalam pernbuatan kebijak-
an. Hubungan kemitraan ini didukung
pula oleh basis legi t imasi  kedua
lembaga itu yang sama-sarna dipilih
o leh  rakyat .  D i  l iha t  dar i  p roses
legitimasinya, maka kedua baik BPD
maupurl  Kepala Desa rnempunyai
kedudukan yang sama kuat.
Namun, realitas polit is menun-
jukkan fenornena yang melenceng dari
kehamsan legalistik. Kenyataan empirik
rnenunjukkan bahwa mekanisme check
and balances tidak bisa berjalan karena
Kades rnasih memegang kekuasaan
yang lebih besar; keberadaan BPD
b e l u r n  d a p a t  s e c a r a  s i g n i f i k a n
mempengaruh i  a tau  men imbu lkan
perubahan performa administrasi dan
politik Kepala Desa. Dalarn konteks ini,
performa pernerintahan desa masih
terfokus pada figur Kepala Desa yang
tetap dorninan seperti ketika di bawah
UU No. 5 Tahun 1979. Di bawah UU
No. 5 Tahun I9l9 Kepala Desa
.. (Bambang Suswanto dkk.)
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menduduki jabatan rangkap sebagai
Kepala Pemerintahan dan Pemimpin
LMD yang d iasumsikan sebaga i
lembaga legislatif. Dengan posisinya
yang sangat kuat itu, secara tegas
Kepala Desa dinyatakan sebagai
penguasa tunggal di desa.
Faktor yang menjadi penghambat
adalah : Pertatna, rendahnya kualitas
sumber daya manusia terutama tingkat
pendidikan SDI\4 kedua lernbaga desa
tersebut masih rendah. Hasil ternuan di
lapangan menggambarkan bahwa lnayo-
ritas anggota BPD hanya berpendidikan
SLTP dan SD. Dari 13 orang anggota
BPD, yang berpendidikan SLTA hanYa
4 orang atau 31 persen, sedangkan yang
69 persen hanya tamatan SD dan SLTP.
Sumber daya manusia pada pemerintah
desa kebanyakan hanya tamat SD; dari
14 per:angkat desa termasuk KePala
Desa, sejumlah 11 orang atau 78 persen
hanya tamat SD. Selebihnya, sejumlah
4 orang atau 22 persen tamat SLTA.
Keadaan ini menjadikan aktivitas BPD
selama ini berturnpu pada 3 orang saja,
yaitu: Ketua, Wakil K.etua, dan
Sekretaris BPD. Dalarn banyak kasus
yang terjadi dalarn proses perumusan
peraturan desa, sebagian besar anggota
BPD hanya menyetujui apa yang
menjadi kesepakatan 4 orang (3 dari
BPD ditambah Kepala Desa). Kepasifan
mayoritas itu menyebabkan tidak pernah
terjadinya voting dalam menyikapi
keputusan yang akan diambil.
Kedwa, partisipasi para anggota
BPD dalam menjalankan tugas tnasih
rendah. Sekalipun sosialisasi telah
dilakukan oleh aparatur Pemerintah
Kabupaten dan DPRD, ternyata keba-
nyakan para anggota BPD masih belum
memahami UU No. 22 Tahun 1999 dan
Perda No. 3 tentang Lembaga BPD.
Mereka tidak rnengerti apa yang harus
mereka perbuat sesuai dengan hak dan
kewajiban anggota BPD. Persoalan
rendahnya partisipasi berkaitan pula
dengan budaya masyarakat setempat.
Sekalipun gerakan, refonnasi merambah
ke desa-desa, budaya ewuh Pekewuh
pada tokoh-tokoh yang berpengaruh
masih kuat. Sebagian besar anggota
BPD Sikapat bermata Pencaharian
sebagai petani pemilik tanah dan buruh,
sedangkan 3 figur yang aktif berprofesi
sebagai guru SD. Guru diPersePsi
sebagai orang yang Pandai, lebih
mengerti tentang persoalan yang mereka
hadap i .  Guru  da lam Pandangan
masyarakat tradisional harus "digugu
dan ditiru". sebab itu mereka adalah
figur panutan masyarakat. Petani
seka l ipun t idak lah  haru  s  se la lu
menerima apa adanya, dan daPat
memberi tanggapan secara keras
terhadap penetrasi, bahkan mampu
ber t indak  revo lus ioner  (Sar tono
Kartodirdjo, 1984, h.89), namun tetap
bertumpu pada budaya tunduk terhadap
pimpinan. Kenyataan sejarah, seperti
peristirva tersebut menunjukkan bahwa
perilaku petani tergantung pada karakter
pemimpinnya.
Ketiga, pemerintah desa, dalam
hal ini Kepala Desa, masih beranggapan
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bahwa pelaksanaan tugas petnerintalt
desa masih berdasar pada kebiasaan
lama yaitu mengacu pada UU No. 5 Th.
1979 tentang Pernerintahan Desa, yang
menyatakan Kepala Desa memiliki
kekuasaan yang lebih besar dibanding
lernbaga lain di desa. Dalam perdebatan
yang muncul antara BPD dan Kepala
Desa ket ika membahas peraturan
tentang pungutan desa, sang Kepala
Desa menyatakan "Aku dipilih kapan ?
Kowe dipil.ih ka1tan", ffrerupakan
alasan irrasional untuk meminggirkan
BPD dengan rnengeksploitasi waktu
pernilihan Kepala desa dengan Anggota
BPD yang berbeda. Kepala Desa dipililt
dan disahkan ketika UU No. 22 belum
berlaku, sedangkan BPD dipililt ketika
UU No. 22 sudah diberlakukan. Dalam
persepsi Kades, karena dia terpilih lebih
awal dibanding BPD ketika UU larna
rnasih berlaku, maka adalah konstitusio-
nal j ika Kades memiliki posisi dorninan
dalam pernerintahan. Dalarn hal ini,
sekalipun mempunyai persepsi yang
berbeda dengan l(ades, anggota BPD
narnpaknya tidak mengatnbil sikap
tegas, yaitu dengan "rnenggarltung"
pengesahan Perdes tersebut. Namun,
uniknya mereka juga kurang responsif
terhadap tindakan Kades yang telah
rnelakukan berbagai pungutan. Sekali-
pun demikian, khusus untuk pungutan
terhadap industri peternakan, BPD akan
melakukan penolakan terhadap Kades.
Alasan penolakan itu adalah sekedar
kekhawatiran bahwa pungutan yang
dianggap terlalu besar justru akan
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rnenutup kernungkinan perusahaan
peternakan untuk berkembang Yeng,
tcntunya, diikuti dengan pengangguran
para pekerjanya yang sebagian besar
adalah warga Sikapat.
Keempat, masyarakat desa Pada
umumnya kurang berpartisipasi secara
terbuka terhadap lernbaga BPD sebagai
badan legislatif desa. Sekalipun rnuncul
persoalan sekitar banyaknya pungutan,
masyarakat tidak rnenyatakan hal terse-
but kepada BPD. NamPaknYa tnereka
rnasih belum memahami tugas dan
tungsi BPD yang sudah berbeda dengan
LMD di masa lalu. PasifnYa kontrol
tnasyarakat terhadap BPD rnenimbulkan
kesan bahwa munculnya BPD tidak
lebih seperti berbagai lernbaga desa
yang pernah ada, yainr hanya merupa-
kan lernbaga sttbordinasi pemerintah
dan, karena itu, tidak ada manfaatnya
bagi  masyarakat desa. KePasi fan
rnasyarakat memungkinkan munculnya
koalisi kekuatan antara elemen intra
BPD dan l(ades guna memaniPulasi
berbagai bentuk pungutan.
Kelima, secara finansial honor/
gaji anggota BPD rnasih rendah dan
belurn jelas, sehingga mempengaruhi
kinerja anggota BPD. Dalam Perda No.
3 pasal 23 disebutkan bahwa biaYa
keperluan anggota BPD ditetapkan se-
besar 10 persen dari anggaran penda-
patan dan belanja rutin desa. Dengan
nengacu peraturan tersebut pada desa
yang miskin imbalan bagi para anggota
BPD kurang menarik, sehingga meng-
akibatkan para anggota BPD bersifat
...... (Bambang Suswanto dkk.)
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pasif dalam menjalankan fungsi dan
tugasnya.
KESIMPIJLAN
Berdasar uraian di atas, Pene-
litian ini menyintpulkan :
1. Sekalipun BPD dan Petnerintah Desa
Sikapat memperoleh dasar legitimasi
yang sama dari rnasyarakat, ternyata
mekanisme check and balances
antara BPD dan Pemerintah Desa
Sikapat, tidak bisa berjalan secara
efektif. Hal itu ditunjukkan dengan
kurang optimumnya pelaksanaan
fungsi legislasi dan pengawasan yang
dilakukan oleh BPD terhadap Peme-
rintah Desa. Da.lam konteks hubung-
an kekuasaan tersebut, Pemerintah
Desa lebih berpengaruh terhadaP
BPD daripada sebaliknya. Akibat-
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